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BUPATI SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF, KEMUDAHAN BE}%USAHA DAN BERINVESTASI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN Y‘iNG MAHA ESA
l
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

. bahwa untuk melaksanagkan kententuan Pasal 7

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dj Daerah, perlu
menetapkan Peraturan DaEFrah tentang Pemberian Insentit,

Kemudahan Berusaha dan erinvestasi;

. bahwa pemberian insentif, kemudahan berusaha dan
berinvestasi i ;merupakan salah satu faktor pendorong
peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang selaras

dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan
umum; { ;

[,

. bahwa dalam graingka menanlik investor untuk berinvestasi di

daerah, diperlukan iklim | investast yang kondusif guna
meningkatkan nilai realisasi investasi di dacrah;

1. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian

hukum dalam pelaksanaan pemberian insentif, kemudahan
berusaha dan berinvestasi di daerah diperlukan pengaturan
dalam suatu peraturan daerah;

. bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha,
mendukung perturmnbuhan ekonomi, serta mendorong peran
serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan
daerah, perlu pemberian insentif, kemudahan berusaha
dan/atau kemudahan berinvesta§i oleh pemerintah daerah;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif,
Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi.

%
Pasal 18 ayat (6) Undang~U;1dang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945; |

Undang-Undang Nomor} 36, Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Samo!sir dan Kabupaten Serdang
Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

i
l
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Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 67, Tamibahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4742); ’
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724j;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor [5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan| Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 ‘tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6864); |

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
(Lembaran Negara Republik/Indonesia Tahun 2019 Nomor 63,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6330)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil, da Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahuh 2021 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 19);
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun
2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023
Nomor 3, Ta}nbaha.n Lembaran Daerah Provinsi
Utara Nomor!l6330); 4

Peraturan Daeka.h Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Kabupaten
Serdang Bedagai Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten éerdang Bedagai Nomor 137) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang
Bedagai Nomor 2 Tahun | 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2026 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
(Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang
Bedagai Nomor 151).
| ' i

i
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|
Dengan Persetujuan Bersama

| | i
DEWAN PERWAKILAN RAKY/—\TI DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
' dan
BUPATI! SERDANG BljDAGAI

MEMUTUSKAN '

a !
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF,
KEMUDAHAN BERUSAHA DAN BERINVESTASI.

BAB I |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Raicyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun
1945, !

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4.  Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantl.‘} Bupati yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang penanaman moda yang menjadi kewenangan
daerah. |

6. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga
Negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan
usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.

Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk
merealisasikan kegiatan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian
masalah atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
8. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan
mengurangi terjadinya penyimpangan aths pelaksanaan investas serta
pengenaan sanksi terhadap pelanggaranEpenyimpangan atas ketentuan
peraturan perundang-undangan. |
Modal adalah aset dalam bentuk uang atau lainnya yang bukan uang yang
dimiliki oleh investor yang merripunyai nilai ekonomis.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik grang perorangan dan atau badan
usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun ‘2021 tentang Kemudahan,

Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasj dan Usaha Mikro, Kecil dar
Menengah. !

' | l .
11. Usaha Kecil adalah usaha!gzkonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang atau ! perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaaq' atau bukan j?aban‘g perusahaan yang dimiliki,

{ |
-
| |
b !
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dikuasai, atau menjadi bagian langsung méupun tidak langsung dari usaha

menengah atau usaha kecil sebagaima.Txa dimaksud dalam peraturan
pemerintah ini.

12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi prpoduktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang atau perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan
usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Peﬂnerin’tah Nomor 7 Tahun 2021
tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pefnberdayaan Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah. ;

13. Koperasi adalah badan usaha yang berang)g{ttakan orang-seorang atau badan
hukum Kkoperasi dengan r'pplgmdaskan giatannya berdasarkan prinsip

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas
kekeluargaan. ' ‘

14. Insentif adalah suatu sarara i memotivasi berlftpa‘ materi, yang diberikan
sebagai perangsang ataupun c{ndorong dengan sengaja.
15. Pemberian Insentif adalah dukun gan kebij akdn fiskal dari Pemerintah Daerah

kepada masyarakat dan/ atau; investor untuk meningkatkan investasi di
Y - :
daerah. ;

' 16. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitasi nonfiskal dari
Pemerintah Daerah kepada m.asyarakiat dan/atau investor untuk
mengembangkan usaha, meningkatkan setiap kegiatan investasi dan untuk

meningkatkan investasi dj daerah terutama wusaha mikro, kecil dan
menengah. :

17. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik investor dalam

negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di daerah.
18. Investor adalah peénanam modal perseorang
melakukan penanaman modal yang dapat berupa
negeri dan penanaman modal asing.
19. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Ins

Berinvestasi adalah tim yahg melakukan verifikasi, penilaian, meberikan

rekomendasi dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian
insentif, kemudahan berusaha dan berinvestasi. '

atau badan usaha yang
pPénanaman modal dalam

entif; Kemudahan Berusaha dan

Pasal 2

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini gdalah untuk mewujudkan
kepastian hukum dan sebagai pedom.frm dalam pemberian insentif,
kemudahan berusaha dan berinvestasi di daerah.

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalalp untuk :

meningkatkan investasi di daerah; |

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;

menciptakan lapangan kerja; .

meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah;

mendorong pengembangan ekonomi keré.kyatan; dan

mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

0o T

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Dae‘rah ini meliputi :



= N

(1)

(2)

|

Pemberian insentif, kemudahan ' berusaha dan
dimaksud dalam Pasal 4 diberikax} kepada in
memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut : |

a
b
C
d
€
f.
g
h
i.
j.
k
L
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kewenangan dan prinsip;

kriteria pemberian insentif, kemudahan berusaha dan berinvestasi
bentuk;

jenis usaha; - i .
tata cara pemberian insentif, kemudahan b&emsz?ha.dan berinvestasi;
hak, kewajiban, dan tanggung jawab; ' _:

pelaporan dan evaluasi; ; ' {

Jangka waktu; dan ,

pembinaan dan pengawasan.

BAB I
KEWENANGAN DAN liDRIN SIP

Pasal 4 |
Pemerintah Daerah memberikan insentﬁf, kemudahan berusaha dan
berinvestasi sesuai dengan kewenangannyz dengan memperhatikan kondisi
dan kemampuan daerah berdasarkan k@tentuan peraturan perundang-
undangan. |
Pemberian insentif, kemudahan berusaha dan berinvestasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
a. kepastian hukum; -

. kesetaraan:
transparansi;
akuntabilitas; dan
efektif dan efisien. T

! BAB I IR
KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF, KEMUDAHAN BERUSAHA
DAN BERINVEST{\SI 5

1

® oo o

. Pasal 5
berinvestasi sebagaimana
vestor yang sekurang—kurangnya

memberikan kontribus;i terhadap peningka.ﬁan pendapatan masyarakat:

menyerap tenaga kerja; ?
menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
memberikan kontribusij dalam peningkatan. produk domesti
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

pembangunan infrastruktur; l
melakukan alih teknologi; |
melakukan industri pionir; | | .
melakukan kegiatan peneliti:an, pengembangan, dan inovasi;

10, kecil, menengah atau koperasi;

industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang
diproduksi di dalam negeri; '
melakukan kegiatan usaha sesuai
dan/atau daerah; dan /atau
berorientasi ekspor.

k regional bruto:

denéan program prioritas nasional

|
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'BABIV |
, BENTUK

| Pasal 6
(1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berbentuk:
a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
C. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, Kkecil, menengah
dan/atau koperasi di daerah;
d. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, menengah dan/atau
koperasi di daerah; dan /atau |
e. bunga pinjaman rendah.! ;
(2} Pemberian kemudahan dapat berbentuk :
a. penyediaan data dan informasi peluang,i}hvéstasij
. penyediaan sarana dan prasarana;
fasilitasi penyediaan lahan dan Jokasi;
pemberian bantuan teknis;

o o

S

penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan
terpadu satu pintu;

kemudahan akses Pe€masaran hasil produksi;
kemudahan investasi langsung konstruksi;

kemudahan investasi dj kawasan strategis yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada p

™

5 00

embangunan

i
1. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi dj daerah;

J. kemudahan proses sertifikasi dan stanqarisasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; :

k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;

l. kemudahan pasokan bahan baku; dan /atau

m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

i
|

:Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemberian insentif dan bentuk
kemudahan berusaha dan berinvestasi yang akan diberikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Bupati.

|
 BABV |
JENIS USAHA |
Pasal 8 ;
(1) Pemerintah Daerah dapat me}nprioritaskdn pemberian insentif dan/atau

pemberian kemudahan berusaha dan berinvestasi untuk jenis usaha tertentu
atau kegiatan tertentu. | ‘

ayat (1) terdiri atas : | | .
a. usaha mikro, kecil, menengah dan /atau lkoperasi;
b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
! C. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
'd. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
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€. usaha yang dipersyaratkan dengan perizlna‘n khusus;
f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang
memprioritaskan keunggulan daerah;

g usaha yang telah melfld’iapatkan fasLJtasi Penanaman Modal dari

pemerintah Pusat; dan/ a'tai,ﬂ

h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan 1 eraturan perundang-undangan.
(3) Jenis usaha sebagaimana dima}{sud pada aPlat (2) berlokasi di daerah.

~'BABVI | f
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF,
KEMUDAHAN BERUSAHA DAN BERINVESTASI

i Pasal 9
(1) Pemberian insentif, kemudéhai.n berusahq dan berinvestasi dilaksanakan
i dengan cara investor mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
(2) ( Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk investor yang baru
memulai usaha, paling sedikit berisi - '
a. profil perusahaan;
b. lingkup usaha; dan
¢. bentuk insentif dan /atau kemudahan yang dimohonkan.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk investor yang akan
melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi
a. lingkup usaha; ’
b. kinerja manajemen; '
C. perkembangan usaha; dan
d. bentuk insentif dan /atau kemudahan yang dimohonkan.

Pasal 10

berusaha dan berinvestasi.

I Pasal 11
(1) Bupati membentuk tim melaksanakan proses verifikasi dalam rangka
pemberian insentif, kemudahan berusaha dan berinvestasi dengan
Keputusan Bupati. |
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada :ayat (1) dikoordinasikan oleh
perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal;

Bupati menetapkan investor yang memperoleh insentif dan /atau kemudahan
berdasarkan rekomendas;i tim.

Pasal 12
(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal ];1 ayat (1) melaksanakan proses
verifikasi kepada investor didasarkan pada : ;
a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam P sal 5; dan

b. jenis usaha sebagaimana dirhaksud dalam Pasal 8.

(2) Verifikasi sebagaimana dimakéud pada a%;at. (1) menentukan bentuk dan

i
r

besaran insentif dan /atau kemudahan yang akan diberikan kepada investor.

|

| 1
H '
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(3) Bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh
investor.

(4) Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan
disesuaikan dengan :

a. kemampuan daerah untuk memberikan insentif dan /atau kemudahan;
b. kinerja investor; dan ;
C. prospek usaha dari investor,

jPasal 13 :
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau
kemudahan diatur dalam Peratui‘a'n; Bupati. {
§ ,
BAB VI ‘
HAK, KEWAJ IFANDAN TANGGUNG JAWAB

'Pasal 14
Investor yang diberikan insentif, kemudahan, berusaha dan berinvestasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berhak :

a. mendapatkan informasi pelayahan pemberian insentif dan /atau kemudahan

i

berusaha dan berinvestasi; bil

b.  mendapatkan insentif dahi/:—:itau kemudahan berusaha dan berinvestasi

sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan ‘
¢. mendapatkan layvanan prosg¢s pemberian insentif, kemudahan berusaha dan

berinvestasi, pengawasan, dan pembinaan -terhadap investasi yang
dilakukan.

Pasal 15 .
(1) Investor yang diberikan insentif, kemudahan berusaha dan berinvestasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berkewajiban :
a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
¢. menyampaikan laporan kegiatan Investasi kepada perangkat daecrah yang
menyelenggarakan urusa:n pemerintah di Hidang peénanaman modal;

d. menghormati karateristik dan budaya daerah; berdasarkan tata nilai
kehidupan masyarakat; dan ’ ;

¢. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal penerima insentif, kemudahan berusaha dan berinvestasi tidak

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai
sanksi administratif. !

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada afyat (2) dapat berupa :
a. menjamin tersedianya modal berasal dari si,lmbelj yang tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika
investor mengehentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan

usahanya secara sepihak sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; !
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¢. menciptakan iklim usa!h?a yang kondusif (ﬂengan‘ persaingan usaha yang
sehat, mencegah prak'tek monopoli dan hal lain vang merugikan
negara/daerah; | ! 3

d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan

€. menciptakan keselamatan, kesehatan,; kenyamanan, dan kesejahteraan
pekerja.

Pasal 16 .

Tanggung jawab penerima insenﬁf, kemudahan berusaha dan berinvestasi adalah:

a. menjamin tersedianya modal berasal dari sumber yang tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturan pe;undang-ur;darilgan; i

b. menanggung dan menyelesaikaa'd segala kewajiban dan kerugian jika Investor
menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara
sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

C. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat,
mencegah pratek monopoli dan hal lain yang merugikan negara/Daerah;

d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan

€. menciptakan Kkeselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan
pekerja.

BABVII
PELAPORAN DAN EVALUASI

' Pasal 17
(1) Pemberian insentif dan/ LTJI‘J kemuda,hani berusaha dan berinvestasi
menyampaikan laporan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling
sedikit 1 (satu) tahun sekali. i ,
(2) Laporan sebagaimana dima; Slfld pada ayat (1) paling sedikit memuat :
a. laporan penggunaan ins ntif dan/atau kemudahan;
b. pengelolaan usaha; dan . |
C. rencana kegiatan usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengerilai tata cara dan format laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dia}uf’dengan Peratufan Bypati.
P ! E

' Pasal 18
Bupati melaksanakan pemberian insentif dany/atau pemberian kemudahan

berusaha dan berinvestasi bagi masyarakat dan/atau investor sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

]
1
{
|

Pasal 19

(1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap pemberian insentif, kemudahan
berusaha dan berinvestasi.;

¥

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu)
sekali. 2 |

(3) Evaluasi sebagaimana dim'ak$ud pada ayat (1
perangkat daerah yang menyelenggara
penanaman modal. '

tahun

? dan éiyat (2) dilaksanakan oleh
kan urusan pemerintah dj bidang

| I
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L o |
| )4 BABIX ' ?
JANGKA WAKTU

:Pasal 20 -

Pemberian insentif, kemudahan berusaha dan berinvestasi dapat dihentikan

sebielum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang,
dalam hal :

a.

b.

hasil evaluasi investor tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5; dan/atau

tidak melaksanakan kewaj’ii)an dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 dan Pasal 16. | ‘

BABX | |
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
| Pasal 21 | |

Bupati melaksanakan pembinaan dan penéawasan terhadap masyarakat
dan/atau penerima atas pemberian insentif dan/ atau kemudahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan sebaga_imana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh perangkat ?daerah yang membidangi
urusan penanaman modal.; . | !

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai

'

ketentuan pelaksanaan peﬂ'anaman modai secara berkala;

b. pemberian konsultasi peljlgendalian : peiaksanaan penanaman modal

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha; dan

d. fasilitasi percepatan realisasi Investasi proyek berupa kemudahan
berusaha bagi pelaku usaha.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal;

b. pemberian teguran tertulis atas adanya indikasi atau bukti awal

penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal atau tidak
dipenuhinya kewajiban dan tanggurig jawab:
C. pendampingan pengawasan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia terh dap pelaku usaha, meliputi :
1. pemberian fasilitas pembebasan dan /atau barang dan bahan;
2. permintaan dari unit lain di instansi teknis terkait; dan
3. usulan pencabutan éerizinan berusaha yang diajukan kepada Badar.
Koordinasi Penanaman, Modal Republik Indonesia dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintlél - Kabupaten ‘untuk proyek yang merupakan
kewenangan pemerintah pusat. 'f
d. pendampingan pengawasan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dqéraﬁ terhadap QelaHku us?.’ha, dalam rangka usulan
pencabutan perizinan bertisaha yang diajukan ‘Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pinty Kabupaten untuk proyek yang
merupakan kewenangan Pemerintah Daer}ah.



salinan

| BaBx1 |
KET] NTUAN PERALIHAN
i |
; Pasal 22 i
Permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan yang sedang dalam proses

pengajuan dan sampai berlakunya Beraturan Daerah ini belum diberikan, diproses

berdasarkan Peraturan Daerah i"pri-. :
. |
i | 1 !
(i | BABXI
KETENTUAN PENUTUP
' Pasal 23 ,
Peraturan Pelaksanaan dari Peratlﬁran Daerahgini harus|ditetapkan paling lama 1
(satu) tahun terhitungh sejak F}erq uran Daerah ini diuqdangkan.
H
~ Pasal 24 i
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal hiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Da}erah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Serdang
Bedagai. |

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 5 Maret 2025
. BUPATI SERDANG BEDAGAI,

i |
'ttd

DARMA WI\#AYA

Diundangkan di Sej Rampah

pada tanggal 5 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BED'AGAI,
i

|

i

ttd

RUSMIANI PURBA L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ISERDANG BEDAGAI TAHUN 2025
NOMOR 2 ‘ \ 5 :

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (2 - 20 / 2025) '

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB SERDANG BEDAGAL,

| 1 { ’ :
[ C f
P 3 {
ABDUL HA SORI MUDA HARAH‘A"P, S.H. MH. |

NIP. 19731221 200112 1 002 | | i



salinan

? l ' BAB XI
KETEN:TUAN PERALI}‘{AN

-y Pasal 22 |
|
Permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan yang sedang dalam proses

pengajuan dan sampai berlakunya Peraturan Daerah ini belum diberikan, diproses
berdasarkan Peraturan Daerah ini.

' BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

' Pasal 23
Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Dzaerah'ini harus ditetapkan paling lama 1
(satu) tahun terhitungh sejak Pe;raturan Daerah ini diundangkan.
| i

[ ., Pasal 24 | | i
Peraturan Daerah ini mulai berl*aku pada tanggal thundangkan

Agar setiap orang mengetdhuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatanrlya dalam Lembaran daerah Kabupaten Serdang
Bedagai.

|
\

; 1 '+
] Ditetapkan di Sei Rampah

|

i pada tanggal 5 Maret 2025
BTJPA"[‘I SERDANG BEDAGAI,
‘ N
[ 3 I i ttd i
DARMA WIJAYA
! o '
Diundangkan di Sei Rampah '
paia tanggal 5 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAL

ttd -
B
RUSMIANI PURBA | 1
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGA] TAHUN 2025
NOMOR 2 |

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN

SERDANG BEDAGAI, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (2 - 20 / 2025 ) i

Salinan sesuai dengan aslinya |
KEPALA BAGIAN HUKUM _ ! i
SETDAKAB SERDANG BEDAGALI} i

il ¢ |

<J___./< i I t P
ABDUL HAKIM SORI MUDA HARAHAP S.H. MH :
NIP. 19731221 200112 1 002 | | l !



